


 

KATA PENGANTAR 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
 

terselesaikannya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di lingkungan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kerja yang 

ditetapkan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan sebagai 

wujud tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) diutamakan adanya 

akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga 

pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik. 

 

PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2025 telah banyak dinamika dan pengembangan yang dilakukan demi 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Setiap tahun kegiatan layanan 

informasi public dituangkan dalam sebuah laporan tahunan dan secara rutin 

diumumkan kepada public dan disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa 

Barat. Melalui laporan tahunan ini, tidak hanya sekedar melaksanakan amanat Pasal 

4 poin j Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 

Informasi Publik, tetapi juga menjadi salah satu wujud akuntabilitas PPID Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, sehingga 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab 

penyelenggaraan negara, laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan 

dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik. 

 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
 

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,
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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 
 

LATAR BELAKANG 
 

Informasi menjadi kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh setiap orang dalam 

kegiatan, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Hal tersebut selaras dengan pasal 28F 

Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia. 

 

Sebagai wujud tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) diutamakan 
 

adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses, sehingga 

pemenuhan hak untuk memperoleh informasi diatur dalam suatu kebijakan publik. Undang-

Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu 

produk hukum Indonesia yang memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk 

membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, 

kecuali beberapa informasi tertentu yang dikecualikan. 

 

UU KIP memberikan kepastian hukum bagi publik untuk bisa mendapatkan akses 

informasi serta wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unit kerjanya. Pentingnya 

tugas dan tanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan 

informasi di badan publik, menjadikan PPID sebagai salah satu prioritas dalam terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Barat. 

 

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 menggambarkan upaya Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan ekosistem 

informasi yang transparan, responsif, dan inklusif. Melalui penilaian kinerja, evaluasi, dan umpan 

balik masyarakat, laporan ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk terus meningkatkan 

layanan informasi publik guna memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin cerdas dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan negara. 

 

KEBIJAKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 
 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki visi Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir 

Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Untuk mencapainya, terdapat 5 (lima) misi pembangunan, 

yaitu: 

 

1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan 
 

tempat ibadah sebagai pusat peradaban; 
 

2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui 
 

peningkatan pelayanan publik yang inovatif;



 

3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata 
 

ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; 
 

4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui 

pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku 

pembangunan; serta 

 

5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif 
 

antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 
 

Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

diperlukan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik yang interaktif 

dari masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2021 Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan 

Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai aturan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Gubernur 

Jawa Barat Nomor 067/Kep.225 Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

 

Sesuai Keputusan Gubernur di atas, pembagian struktur Pengelola Layanan Informasi 

dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri 

dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang 

Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan 

Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PLID Pembantu terdiri dari Atasan PPID 

Pelaksana, PPID Pelaksana, dan 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan 

Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi 

Sengketa Informasi. 

 

Atasan PPID Pelaksana adalah Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Biro Umum, dan 

Direktur pada BUMD. Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai 

berikut : 

 

1) Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Informasi Publik 
 

di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; 
 

2) Bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh 
 

Pemohon Informasi Publik; 
 

3) Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan 

pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Jawa Barat; 

 

4) Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama dengan Tim 
 

Pelayanan Pertimbangan Informasi.



 

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 
 
 

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Jawa Barat melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan pada 

kategori informasi publik sebagaimana komitmen dalam pengimplementasian Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik, menjadi payung hukum bagi Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi public. 

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 067/ Kep.225-

Diskominfo/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 

menjalankan tugasnya pada tahun 2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3676/KPG.03.01.01/Kepegumhum tentang 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 April 2023. Dalam menjalankan 

tugasnya, PPID Pembantu didukung oleh Tim Pengolahan Data dan Klasifikasi, Tim Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi, serta Tim Fasilitasi Sengketa Informasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 

 
 
 

Tugas dan PPID Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
 

Barat diantaranya: 
 

1. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;



 

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi 
 

kepada publik; 
 

3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja 

untuk ditetapkan pimpinan. 

4. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja dalam Perangkat 

Daerah; 

5. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi 

pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan; 

6. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana; 

7. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 
 

8. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait 

permohonan informasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat. 

9. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya 

sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PLID masing masing unit kerja dan 

melaporkannya kepada Atasan PPID Pelaksana; 

10. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijkan yang diambil untuk memenuhi hak 

masyarakat atas informasi publik; 

11. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijkan; dan 

12. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai badan publik, PPID Badan Perencanaan 
 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai PPID Pelaksana senantiasa 

mengedepankan kemudahan akses terhadap informasi publik. Layanan permohonan Informasi 

dapat diakses secara langsung oleh publik melalui desk pelayanan informasi di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau dapat menyampaikan 

permohonan secara elektronik melalui email bappeda@jabarprov.go.id maupun media social 

official Bappeda Jabar. 

 

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID PELAKSANA BAPPEDA JABAR 
 

Terdapat beberapa program dankegiatanyangdilaksanakanoleh PejabatPengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bappeda Jabar pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Program dan Kegiatan tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Jabar 
 

No Jenis Kegiatan 
 

Rapat Koordinasi, 

Konsultasi, dan Sosialisasi 

Internal 

Frekuensi 
 

1X 

Keterangan 
 

Kegiatan rapat, koordinasi, konsultasi, dan 
 

sosialisasi dalam melaksanakan tugas dan 
 

fungsi PPID di lingkup internal PPID Bappeda 
 

Jabar



 

Koordinasi PPID Jawa 

Barat 

4x Rabu, 17 Januari 2024, Rapat Koordinasi 

PPID Provinsi Jawa Barat Seri 1 Tahun 2024 

secara daring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selasa, 23 Juli 2024, Sosialisasi E-Monev KIP 

Jabar oleh Komisi Informasi di Kantor 

Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka -

Gedung Yudha Karya Abdi Negara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selasa, 10 Desember 2024, di Hotel Holiday 
 

Inn Pasteur, membahas Pelayanan Informasi 
 

Ramah Disabilitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senin, 23 Desember 2024, secara daring 

megikuri Rapat Koordinasi PPID Provinsi 

Jawa Barat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uji Konsekuensi 

Penetapan Daftar 

Informasi Dikecualikan 

Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi 
 

Dikecualikan bersama PPID Utama. 
 

Dilaksanakan Pada 14 Agustus 2024, Di Hotel 
 

Grand Sunshine.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengikuti Monitoring dan Mengikuti Monitoring dan Evaluasi 

Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Badan Publik se- 

Keterbukaan Informasi Badan Publik se Jawa 

Barat tahun 2024 yang mencakup tahapan 

Jawa Barat tahun 2024 pengisian SAQ (Self Assessment 

Questionnaire), verifikasi data, presentasi, 

penilaian, dan penganugerahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Bappeda Jabar dilaksanakan 

sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan 

Gubernur Jawa Barat Nomor : 2193/Hk.02/Diskominfo Tentang Standar Operasional Prosedur 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

PPID Bappeda Jabar melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 

09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari 

Senin–Kamis dan pukul 09.00 hingga pukul 15.00 pada Hari Jumat dengan waktu istirahat pukul 

11.30 hingga pukul 13.00 . Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi 12 (dua belas) hari 

kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan 

pemberitahuan tertulis. 

 

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

Saluran layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID Bappeda Provinsi Jawa 

Barat guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui 

petugas di ruang layanan informasi publik, email bappeda@jabarprov.go.id, serta laman 

permohonan informasi PPID pada website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat (http://bappeda.jabarprov.go.id/).

mailto:bappeda@jabarprov.go.id
http://e-ppid.kemenkeu.go.id/


 

Fasilitas Desk PPID 
 

Ruang PPID terletak di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Jawa Barat Lantai 2, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Dago, Kec. Coblong, Kota Bandung. Ruang layanan dilengkapi 

dengan meja panjang untuk menerima pemohon data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Ruangan Khusus Layanan PPID Bappeda Jabar 

 
 
 

Pengelolaan layanan informasi dilakukan dalam Ruang Humas Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat , Gedung Gedung Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Lantai 2. Backend Office berfungsi sebagai tempat 

untuk berkoordinasi dan berdiskusi antar tim Pengelola PPID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Backend Office PPID Bappeda Jabar 

 
 
 

Di ruang ini juga, dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan yang terkait 

dengan PPID seperti Surat Keputusan, Daftar Informasi Publik, dan SOP Permohonan Data 

Layanan Informasi PPID. 



 

Sarana Bagi Penyandang Disabilitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Jalur Khusus untuk Kursi Roda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Parkir Khusus Disabilitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Panduan Bahasa Isyarat Abjad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Maklumat Pelayanan



 
 
 

Untuk mendukung sarana yang inklusif, Bappeda Jabar menyediakan jalur khusus kursi 
 

roda bagi pengunjung berkebutuhan khusus. Selain pelayanan informasi yang dilakukan secara 
 

langsung, permohonan informasi juga dilakukan melalui media elektronik, diantaranya: 
 

1. Surat elektronik yang ditujukan ke alamat email bappeda@jabarprov.go.id 
 

permohonan informasi publik secara online melalui layanan PPID pada website 

bappeda.jabarprov.go.id; 

2. Layanan Informasi dapat diakses melalui media sosial official Instagram: 

@bappedajabar , X: @bappedajabar , Youtube: BappedaJabar , Facebook: Bappeda 

Provinsi Jawa Barat , dan Tiktok : @bappedajabar 

 
 
 

ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BAPPEDA JABAR 
 
Langkah 1: Pemohon Informasi Publik mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon & 
 

pengguna informasi yang terdiri dari : 
 

a. Individu : KTP/ SIM/ Paspor 
 

b. Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon Surat kuasa 

kepada perwakilan kelompok pemohon 

c. Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum 

dan HAM 

d. KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum AD/ART Organisasi 
 

Langkah 2 : Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi formulir 
 

permohonan informasi. 
 

Langkah 3: Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas 
 

permohonan 
 

Langkah 4: Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka pemohon akan mendapatkan 
 

Nomor Pendaftaran dan Tanda Terima Permohonan 
 

Langkah 5: Pemohon menunggu proses permohonan selama maksimal 10 hari kerja. PPID 
 

berhak menambah waktu selama maksimal 1 x 7 hari kerja apabila PPID membutuhkan waktu 

tambahan untuk menyusun keputusan terkait permohonan informasi tersebut dan menyampaikan 

pemberitahuan kepada pemohon. 

 

Langkah 6 Pemohon mendapatkan pemberitahuan mengenai ketersediaan informasi dan 
 

mendapatkan surat keputusan PPID terkait informasi yang dimohonkan



 

ANGGARAN PPID 

Untuk mendukung keterbukaan informasi publik pada Bappeda Jabar dianggarkan 
 

anggaran publikasi dengan rincian sebagai berikut:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

Selama periode tahun 2024, Bappeda Jabar terus aktif melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat yang meminta informasi seputar informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

di Jawa Barat. Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID 

Pelaksana Bappeda Jabar tahun 2024, terdapat 45 (empat puluh lima) permohonan informasi 

publik yang terdaftar. Seluruh permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana Bappeda Jabar 

ditanggapi dengan baik di mana pemohon informasi sebagian besarnya merupakan kategori 

individu. Berikut merupakan rinciannya: 

 

Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi 

 
 

Bulan Jumlah Permohonan 
Jenis Pemohon 

 

Individu Badan Hukum 
 

Januari 4 4 0 
 

Februari 4 4 0 
 

Maret 1 1 0 
 

April 6 6 0 
 

Mei 4 4 0 
 

Juni 5 3 2 
 

Juli 5 5 0 
 

Agustus 2 1 1 
 

September 5 4 1 
 

Oktober 5 5 0 
 

November 2 2 0 
 

Desember 2 2 0 
 

Total 45 41 4 
 
 
 

Berdasarkan table diatas, selama tahun 2024 PPID Pelaksana Bappeda Jabar menerima 

45 permohonan resmi yang terdaftar melalui desk PPID. Adapun pemohon yang melakukan 

permohonan informasi didominasi oleh individu/perseorangan sebanyak 41 orang dengan rata-

rata kebutuhan untuk penelitian tugas akhir maupun tugas kuliah.



 
Tabel 3. Rata-rata waktu menjawab Permohonan Informasi 

 
 

Bulan 
 

Januari 
 

Februari 
 

Maret 
 

April 
 

Mei 
 

Juni 
 

Juli 
 

Agustus 
 

September 
 

Oktober 
 

November 
 

Desember 
 

Total 
 

Rata-rata 

Jumlah Waktu Menjawab 
 

(hari) 
 

2 
 

1 
 

2 
 

3 
 

2 
 

4 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

22 
 

3,14 
 
 
 

Berdasarkan table 3, rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh PPID Pelaksana Bappeda 
 

Jabar untuk menjawab permohonan informasi yang masuk melalui desk PPID adalah 3,14 hari. 
 

Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan, Dikabulkan Sebagian, Ditolak, 
 

dan Alasan Ditolak berdasarkan Bulan tahun 2024 
 
 

Bulan 
 

Januari 
 

Februari 
 

Maret 
 

April 
 

Mei 
 

Juni 
 

Juli 
 

Agustus 
 

September 
 

Oktober 
 

November 
 

Desember 
 

Total 

 

Jumlah 

Permohonan 

4 

4 

1 

6 

4 

5 

5 

2 

5 

5 

2 

2 

45 

 
 

Dikabulkan 
 

4 
 

4 
 

1 
 

6 
 

4 
 

5 
 

5 
 

2 
 

5 
 

5 
 

2 
 

2 
 

45 

Permohonan 
 

Sebagian 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 

Ditolak 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

Alasan 

Ditolak 

----------

-- 

-



 

Berdasarkan table 4 menunjukkan bahwa PPID Pelaksana Bappeda Jabar memenuhi 
 

seluruh permohonan informasi terdaftar. Hal ini dikarenakan oleh ketersediaan data yang dapat 
 

difasilitasi oleh internal Bappeda Jabar sesuai dengan kebutuhan pemohon informasi. 
 

Tabel 5. Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 
 

pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2024 
 

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 
 

Bulan 
 
 

Januari 
 

Februari 
 

Maret 
 

April 
 

Mei 
 

Juni 
 

Juli 
 

Agustus 

Permohonan KI PTUN MA 

Keberatan 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
 

September 0 0 0 0 
 

Oktober 0 0 0 0 
 

November 0 0 0 0 
 

Desember 0 0 0 0 
 

Total 0 0 0 0 
 
 
 

Berdasarkan Tabel 5 Jumlah Permohonan Keberatan serta Jumlah Permohonan 
 

Penyelesaian Sengketa Informasi pada KI, PTUN, dan MA berdasarkan Bulan tahun 2024 
 

Bappeda Jabar tidak mendapatkan permohonan keberatan atas informasi dari pemohon. 
 
 

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK 
 

1. Kendala Internal yakni disposisi permohonan informasi terkadang langsung ke bidang 

terkait dan tidak melalui PPID, sehingga tanggal pemebrian informasi ada yag tidak 

tercatat. 

2. Koordinasi antar bidang masih belum optimal untuk menjawab permohonan data 

dikarenakan keterbatasan wewenang. 

3. Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya 

selain mengelola PPID, sehingga terkadang tugas di PPID seringkali terabaikan / 

terbengkalai. 

4. Hambatan Eksternal yaitu terdapat pemohon informasi yang memberikan surat tidak 

melalui PPID sehingga PPID mengalami kendala untuk menghubungi pemohon informasi 

karena data yang diberikan tidak lengkap. 



 

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT 
 

1. Dibutuhkan koordinasi dan bimbingan lebih intensif dengan PPID Utama, sehingga siap 

melakukan pelayanan informasi publik dengan sumber daya manusia, sarana, dan 

prasaranan yang ada. 

2. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit teknis (unit pemilik 

informasi), sehingga memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

3. Penyusunan materi dasar keterbukaan informasi publik dan implementasinya di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai bentuk media 

komunikasi, sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh pegawai Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. 

4. Perlunya pendalaman serta standardisasi materi keterbukaan informasi publik yang 

disampaikan pada diklat kehumasan. 

 
 
 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,



 

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2024 
 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
 

 
 
No. 

 
 
Bulan Register 

Pemohon 

 

Jumlah 
Permohonan 

Informasi 

 
Waktu yang 
diperlukan 
Menjawab 

Permohonan (Hari) 

 

Permohonan 
Informasi Publik 
yang Dikabulkan 

 

Permohonan 
Informasi Publik 

yang Ditolak 

 
 
Permohonan 

Keberatan 

Permohonan Penyelesaian 
Sengketa Informasi 

 

Alasan Ditolak 

KI PTUN MA 

 

1 Januari 4 2 4 0 0 0 0 0 

2 Ferbruari 4 1 4 0 0 0 0 0 

3     Maret                                    1                                   2                                  1                                0                                  0                          0                 0                 0 

4     April                                      6                                   3                                  6                                0                                  0                          0                 0                 0 

5     Mei                                       4                                   2                                  4                                0                                  0                          0                 0                 0 

6     Juni                                      5                                   4                                  5                                0                                  0                          0                 0                 0 

7     Juli                                       5                                   1                                  5                                0                                  0                          0                 0                 0 

8     Agustus                                2                                   2                                  2                                0                                  0                          0                 0                 0 

9     September                           5                                   1                                  5                                0                                  0                          0                 0                 0 

10     Oktober                                5                                   2                                  5                                0                                  0                          0                 0                 0 

11     November                            2                                   1                                  2                                0                                  0                          0                 0                 0 

12     Desember                            2                                   1                                  2                                0                                  0                          0                 0                 0 

TOTAL 45 22 45 0 0 0 0 0 

 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,



d 
op  

P b i  
hu n 

 
 

Bentuk 
Status Informasi Informasi yang Jenis Permohonan Hari dan Tanggal 

Dikuasai 

 

Biaya & Cara 
Pembayaran 

 

Tanggal 
No      Permohon 

an 

Nama/ 
Badan 
Hukum 

Pemohon 

 
Alamat 

 
Nomor Pekerjaa 
Kontak               n 

 

Tujuan 
Informasi yang Diminta Penggunaan 

Informasi 

 
Di Bawah 

Pengawasan 

 
 

Belum                                      Melihat/ 
Didokumen              Softcopy Mengeta 

tasikan hui 

 
Keputusan 

Meminta 
Salinan 

 
Alasan 

Penolakan 
Pemberian 

Tertulis 
Informasi 

 
 
Biaya     Cara 

 
 
1 5 Januari 

2024 

 
 
 
2 10 Januari 

2024 

 
 
 
 
3 10 Januari 

2024 

 
Pauli Yudha 
Gultom / 
UNIKOM 

 
 
 
Mohammad 
Fahreizy 
Fadlurahma 
n 

 
 
 
Andien 
Rahmalia 

 
Jl. Sekeloa 08221589493 Mahasisw Wawancara terkait UI/UX Tugas Akhir 
No. 108 4 a 
lebak Gede, 
Kecamatan 
Coblong 
Kota 
Bandung 

Jl. Begawan 08573394659 Mahasisw Wawancara terkait wisata      Tugas 
Sempani No. 5 a religi mesjid Al-Jabbar Praktikum 
140/66 Rt. 
09 Rw. 04 
Kelurahan 
Pamoyanan, 
Kecamatan 
Cicendo 

Dusun 08131998310 Mahasisw Shp Peta Jeni Tanah Tugas Akhir 
Sayang, 9 a Kabupaten Bandung, Kota 
Rt/Rw Bandung, dan Kabupaten 
001/007, Sumedang tahun 2018 dan 
Jatinangor 2023 
Sumedang 

Ya Tidak 
√ - - 

 
 
 
 
√ - - 

 
 
 
 
 
√ - - 

 
- - √ - Diberikan - 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- √ - √ Diberikan - 

 
- Kamis, 11 

Januari 
2024 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- Jumat, 12 

Januari 
2024 

 
- - 

 
 
 
 
- - 

 
 
 
 
 

- - 

 

4 10 Januari 
2024 

Muhammad 
Syahrazan 
Firasdy / 
UNISBA 

Jl. -
Taekwondo 
No. 6 
Arcamanik 
Bandung 

Mahasisw 
a 

Praktikum 
Instrumen 
Survei 

 
 
5 6 Februari Anakazahar     Vila Mahkota 08965583091 Mahasisw Data Penggunaan Lahan 

2024 Fitrozidke / Pesona blok 7 a Kota Bekasi dan 
UPI D3 No. 7 Kabupaten Bogor Tahun 

Bojongkulur 2013 - 2023 
Gn. Putri 
Bogor -
16969 

6 21 Februari Rika Jl. 08956271250 Mahasisw Data mengenai CSR 
2024 Ameliya/Poli Batununggal 60 a Provinsi Jawa barat 

teknik STIA     No. 65A 
LAN Rt.006/011 
Bandung Lec. 

Bandung 
Kidul Kel. 
Batununggal 

 

Penyusunan √ - -
Skripsi 

 
 
 
Penyusunan √ 
Skripsi 

 

- √ - √ Diberikan - - Senin, 12 
Februari 
2024 

- -



 
7 26 Februari Rifqi / PT. 

2024 Hegar Daya 

 
 
 
 
 
8         26 Februari Siti Ainun 

2024              Nur Fitri / 
UNPAS 

 

9 06 Maret Joeheru 
2024 Dwitirta / 

Universitas 
Indonesia 

Jl. Taman 
Saturnus I 
No. 09 

 
 
 
 
Cilengkrang 

 
 
- 

08131296956 Konsultan Kebutuhan Data dan 
0 Pemberitahuan Pekerjaan 

- Peta RTRW Prov. Jabar 
- Peta Tutupan Lahan 
Prov. Jabar 
Studi 
KPengambangan/Perenca 
naan Air Baku yang 
terbaru 

08221541655 Mahasisw Data Kepegawain 
1 a 

 
08778867755 Mahasisw Kuesioner 
1 a 

Bahan 
Penyusunan 
Studi dan 
bahan diskusi 

 
 
 
Penyusunan √ 
Skripsi 

 
Penyusunan √ 
Skripsi 

 
 
 
 
 
 

- 
 

-
Jumat, 08 

Maret 2024 

 
10 02 April 

2024 

 
 
 
 
 
11 05 April 

2024 

 
 
 
12 30 April 

2024 

 
 
 
 
13 30 April 

2024 

 
 
 
 
 
14 30 April 

2024 

Luthpi Kp. 08212669122 Tenaga Data dan Dokumen Pembuatan √ 
Padhlulloh /     Panenjoan 7 Ahli RPJMD, RPJP, dan CSR Rencana 
PT. Padu Rt. 006 Rw. Menu Book Induk 
Riset 004 Desa Perlindungan 
Nusantara Panenjoan dan 

Kec. Pemberdayaa 
Cicalengka n Masyarakat 
Kab. 
Bandung 

Hanifa Kp. Cisitu 08966377680 Mahasisw Data Terkait Cekungan Skripsi √ - -
Julianan / Indah Baru 8 a Bandung 
ITB No. 10 Dago 

Coblong 
Kota 
Bandung 

Zahwa Kp. 08960927786 Mahasisw Wawancara dan Data SHP Skripsi √ 
Fadilla / Panyairan 0 a Penggunaan Lahan 
Unisba RT 04 RW Eksisting Terbaru 

12 Desa 
Cihideung 
Kec. 
Parangpong, 
KBB 

Ihsan Hanif      Perum Bumi 08810239179 Mahasisw wawancara dan SHP Skripsi √ 
Muttaqin / Faradisa, 42 a Penggunaan lahan dari 
Unisba No. 14 Blok tahun 2013-2023 

D, Desa 
Rancatungk 
u, Kec. 
Pameungpe 
uk, Kab. 
Bandung 

Muhammma Jl. Sholeh 08515635783 Mahasisw Wawancara berkaitan Skripsi √ 
d Reza Iskandar No. 0 a dengan revitalisasi alun- 
Alfathan / 14 Rt.05/13 alun di 28 kabupaten/kota 
Universitas Kedung di Jawa Barat khusunya 
Indonesia Badak, Kec. perencanaan dan 

Tanah 

 
 
 
 
 
 
-          √                 -                  √                 Diberikan       -                     -                  Kamis, 18 

April 2024 

 
 
 
 
 
 
- -



 
Sareal, Kota 
Bogor 

pembangunan alun-alun 
kota Bogor 

 
15 30 April 

2024 

 
 
 
 
 

16 13 Mei 
2024 

 
 
 
 
 
17 21 Mei 

2024 

A.A. Ngurah Margahayu 08533397033 Konsultan Implementasi Kebijakan 
Dalem Raya Jln. 8 pengelolaan irigasi di 

Jupiter Barat Provinsi Jawa Barat 
Blok T2 No. (renstra dan renja 
20 Kel. Bappeda 2023 dan 2024, 
Sekajati Rt. wawancara) 
10/2 Kec. 
Buah Batu, 
Kota 
Bandung 

Kyna Mavika Jl. 08157252107 Mahasisw Data Pegawai (Nama, 
Lya / STIE Cibeunying 9 a Jenis Kelamin, Usia, 
Ekuitas Hegar I No,                                                 Pendidikan Terakhir) dan 

25 Rt/Rw kuesioner 
002/011 Kel. 
Cigadung, 
Kec. 
Cibeunying 
Kaler 

Bonda - 08588850085 Mahasisw Strategi Pemerintah Jawa 
Widyatmoko                           0 a Barat dalam Menerbitkan 
/ Politeknik                                                                         Obligasi Daerah Sebagai 
STIA LAN                                                                           Alternatif Pembiayaan 
Jakarta                                                                               Pembangunan Daerah 

Analisis dan 
fakta empiris 

 
 
 
 
 

Skripsi √ 

 
 
 
 
 

Thesis √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 4 
Juni 2024 

 

18 22 Mei Tiara Alyska Jl. 08387539630 Mahasisw Wawancara terkait Thesis √ √ √ 
2024 Danindya / Pengadegan 9 a Pemeliharaan dan 

Universitas Selatan 7 Pengembangan 
Indonesia No.19 RT 7/ Infrastruktur Jalan 

RW 5, 
Jakarta 

19 30 Mei Hana Jl. 08132644517 Mahasisw Data perencanaan Skripsi √ 
2024 Salsabella Sukamantri 0 a penerbitan obligasi daerah 

Egisheila / II / sebagai alternatif 
Politeknik Cibeunying pendanaan pembangunan 
STIA LAN Kaler Kota infrastruktur Jawa Barat. 
Bandung Bandung 

20 6 Juni 2024 Vici Sa Apartemen 08153926656 Mahasisw Data Indeks Kualitas Skripsi √ 
Wahyu Bassura City 5 a Lingkungan Hidup (IKLH) 
Saana / H21 AE Jl. 27 Kota / Kabupaten di 
UNPAD Basuki Provinsi Jawa Barat (2019 

Rahymat No. - 2021) 
1A 

21 7 Juni 2024 BBWS Jl. Prof. Dr. 08112021753 Konsultan Dokumen RPJMD Jabar, 
Citanduy Ir. H. Sutami                             Individu RTRW (GIS), RDTR (GIS), 
Dirjen SDA No. 1 Kota                                Pengelola Penggunaan lahan (2020- 

Banjar Prasaran 2023), Peta Jenis Tanah, 
an Dokumen Rencana 
Pengend     Penanggulangan Bencana, 
ali Banjir     Sebaran pasar, Sebaran 

Pemukiman, Peta PLTA, 
TPA, KIlang Minyak, Peta 
Sebaran Rencana Proyek 
Strategis, Peta Saluran 

Rabu, 19 
Juni 2024 

 
 
 
Selasa, 4 
Juni 2024



 

 
22 12 Juni 

2024 

 
 
 
 
23 26 Juni 

2024 

 
 
 
24 28 Juni 

2024 

PDAM, Peta Sebaran Aset 
Pryek Strategis Nasional. 

Nabila Meteor Barat 08778247812 Mahasisw Data Penggunaan Lahan Skripsi √ 
Shovina III L2/n2, 4 a Sub DAS Cirasea terbaru, 
Putri / UPI Margahayu Data batas dan pola aliran 

Raya Barat Sub DAS Cirasea, Data 
Geologi dan Morfologi sub 
DAS Cirasea, Data 
Profil/deskripsi Sub Das 
Cirasea Kab. Bandung. 

Aulia Nurul Ciwaruga, 08192971639 Mahasisw Wawancara terkait " Tugas Akhir √ 
Fauzia / Parongpong 5 a Pengaruh Desentralisasi 
Polban Kab. Fiskal dan Investasi 

Bandung terhadap Pertumbuhan 
Barat Ekonomi dan Implikasinya 

terhadap Ketimpangan 
Pendapatan" 

Administrasi Universitas 08212071975 Mahasisw Data Aset Bappeda Tugas Akhir √ 
Publik Padjadajara     0 a Provinsi Jawa Barat 
UNPAD n Jatinangor (Wawancara) 

 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 5 
Juli 2024 

 

25 1 Juli 2024     Nadya 
Nikitha / 
Paramadina 

 
26 1 Juli 2024     Geany 

Sarah 
Gumilar / 
Unpad 

 
 
 
27 3 Juli 2024     Chevy 

Hanny / 
IPDN 

28 11 Juli 2024 Salsabilla 
Raihan 
Surya 

 
 
 
 
29 12 Juli 2024 Desty 

Pratiwi / 
UNPAD 

30 14 Agustus Andi Putra / 
2024 PT. Kreasi 

Cipta 
Konsultan 

Jl. Kerja 08128011962 Mahasisw Wawancara terkait proyek     Skripsi √ √ √ 
Bakti No. 10, 3 a kereta cepat Jakarta - 
Kramat Jati, Bandung (kepentingan 
Jakarta peran pemda) 
Timur 

Komplek 08112436375 Mahasisw - peta penggunaan lahan Studi Literatur √ √ √ 
Sapta                                        a SUB DAS Cikamiri 
Taruna PU - Pengelolaan DAS di Sub 
B-41 Kel. DAS Cikamiri, DAS 
Kujangsari, Cimanuk 
Kec. 
Bandung 
Kidul, Kota 
Bandung 

- 0811922218      Mahasisw Pengembangan Kawasan     Disertasi 
a Rebana 

 
Jl. Ice 08960300605 Mahasisw Data Penggunaan Lahan Skripsi √ √ √ 
Skating VI 0 a tahun 2022 Kota 
RT. 06/Rw. Tasikmalaya, Penggunaan 
02 Kec. Lahan terbaru Kota 
Arcamanik Tasikmalaya, Topografi 
Kel. Kota Tasikmalaya (dalam 
Cisaranten bentuk SHP) 
Endah, Kota 
Bandung 

Jl. Dipati 08953649596 Mahasisw Wawancara Terkait Disertasi 
Ukur 35 00 a Pengelolaan Sungai 

Citarum 

Komplek 08562412090 Konsultan RPJPD & RPJMD Kab. Kajian 
Sanggar 9 Bandung dan Kab. Perencanaan 
Indah                                                           Karawang Teknis 
Banjaran                                                                                                  Angkutan 
Blok A4 No.                                                                                              Antarmoda 
9 dengan KCIC 

Jum'at, 19 
Juli 2024 

 
 
Rabu, 17 
Juli 2024 

 
 
 
 
 
 
 
Jum'at, 19 
Juli 2024 

 
 
 
 
 
Selasa, 13 
Agustus 
2024



 
31 21 Agustus 

2024 

 
 
 
32 2 

September 
2024 

 
 
 
33 3 

September 
2024 

 
 
 
 
34 3 

September 
2024 

 
 
 
 
 
35 19 

September 
2024 

 
36 2 

September 
2024 

 
 
 
37 2 Oktober 

2024 

 
38 7 Oktober 

2024 

Dinas - 08211557085 Konsultan Data terkait tutupan lahan     Kajian √ √ √ √ 
Permukiman                           2 / Provinsi Jawa Barat 
dan 08954225137 (format SHP) 
Perumahan 50 
Provinsi 
Jawa Barat 

Universitas Puteraco 08586079534 Mahasisw Data dan Informasi Delegasi Siap 
Muhammadi Gading 6 a Menngenai Stunting Jabar 
yah Permai A 
Bandung No. 1 Rt. 06 

Rw. 04 Kel. 
Cangkuang 
Kec. 
Rancaekek 

Forum Sukabumi 08184277223 Konsultan Data Demografi, Data Riset 
Insinyur                                                                              Ekonomi, Data 
Muda Infrastruktur 
Persatuan 
Insinyur 
Indonesia 
FIM PII 
Cabang 
Sukabumi 

Delfy Regita Dsn 08132272566 Mahasisw Public Private Partnership     Skripsi √ √ √ √ 
Cahyani / Malausma 2 a dalam pembangunan 
Universitas Kidul Rt. TPPAS Legok Nangka 
Muhammadi 001/001 Kecamatan Nagreg Kab. 
yah Desa Bandung Jawa Barat 
Bandung Malausna 

Kec. 
Malausma 
Kab. 
Majalengka 

Nur Jl. hayam 08968236177 Mahasisw Rencana Strategis, SAKIP Tugas Kuliah 
Hakimatu Wuruk No. 4 a dan LAKIP 
Shalwa / 34-38 
STIA LAN Bandung 
Bandung 

Rr Tini Jl. H. Saiyan 08122326317 Mahasisw wawancara dan Tesis √ √ √ 
Anggraeni/ No. 33 Kav. a pengumpulan data terkait 
IPB A1, Pondok Jaring Pengaman Sosial 

Ranji, dan pertumbuhan ekonomi 
Ciputat di Jawa Barat 
Timur, 
Tangerang 

Anugrah Jl. Cisitu 08122164346 Mahasisw Permohonan Kebutuhan Tugas Kuliah √ √ 
Ambia/ Indah VI No. 8 a Data Sekunder 
Mutia Nur 271 
Kholila / ITB 

Emyr Jl. Inpeksi 08224482248 PNS Data RTRW Provinsi Jawa Evaluasi √ √ 
Hidayat / Saluran 5 Barat dalam bentu Shp Rencana 
BBWS Tarum Barat PengelolaanS 
Ciliwung No. 58 DA Ciliwung 
Cisadane Cipinang Cisadane 

Melayu, Kec. 
Makassar 

Senin, 26 
Agustus 
2024 

 
 
Senin, 9 
September 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senin, 9 
September 
2024 

 
 
 
 
 
Rabu, 25 
September 
2024 

 
Selasa, 17 
September 
2024 

 
 
 
 
 

Rabu, 9 
Oktober 
2024



 

 
39 8 Oktober 

2024 

 
 
 
 
 

40 21 Oktober 
2024 

 
41 31 Oktober 

2024 

 
 
42 1 

November 
2024 

43 26 
November 
2024 

 
44 11 

Desember 
2024 

 
 
 
45 13 

Desember 
2024 

Jakarta 
Timur 

Cindy Perumahan     08953481214 Mahasisw Peninjauan Kembali Tugas Kuliah √ √ 
Fariida BTN Mutiara 20 a RTRW Kabupaten Garut 
Dwiandara /     Arjahusada, 
ITB Blok J No. 6, 

Desa 
Geyongan, 
Kecamatan 
Arjawinangu 
n, Kab. 
Cirebon 

Bahrul Fuari - 08193909399 Peneliti Wawancara tentang situasi Penelitian √ √ 
/ Lembaga 1 demografi dan status 
Demografi perlindungan sosial di 

Indonesia 

Ratih Jl. Saturnus     08221768784 Dosen Rencana Pengembangan Disertasi √ √ 
Rantini/ Selatan IV 8 Kawasan Metropolitan 
Institut No. 27 Rebana 
Pertanian Bandung 
Bogor 

Muhammad     Jl. Ganesha     08238671538 Mahasisw Peta Dasar Kawasan Tugas Mata √ √ 
Fard Rizqi /     No. 10 7 a Bandung Utara (file shp) Kuliah 
ITB 

Salma Arni Jalan Hayam 08579529623 Mahasisw Laporan Akuntabilitas Tugas Mata √ √ 
Rahmanita / Wuruk 37 - 8 a Kinerja Instansi Kuliah 
Poltek STIA     38 Pemerintah (LAKIP) 
LAN 
Bandung 

Muhammad     Jl. A.H. 08122221536 Mahasisw Dokumen Bencana Tesis 
Daiyan Nasution No. 1 a Banjir/Resiliensi terhadap 
Ramadhan / 86                                                                bencana banjir (dokumen 
ITB Sukamiskin, PRB dan Shp peta 

Arcamanik, kerawanan banjir) 
Kota 
Bandung 

Dinda - 0 Mahasisw Wawancara terkait Tugas Akhir √ √ 
Biavinca,                                                          a Capacity Building 
dkk / 
UNPAR 

 
Senin, 14 
Oktober 
2024 

 
 
 
 
 
Rabu, 23 
Oktober 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumat, 13 
Desember 
2024 

 
 
 
Senin, 16 
Desember 
2024 

 
 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,



 

REGISTRASI KEBERATAN TAHUN 2024 
 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
 
 

 
No. Tgl Nama Alamat 

 
Nomor 
Kontak 

 

No. Pendaftaran 
Permintaan 
Informasi 

 
Informasi yg 

diminta 

 

Tujuan 
Penggunaan 

Informasi 

 

Alasan 
pengajuan 
keberatan 

 
Keputusan 

Atasan PPID 

Hari dan Tanggal 
Pemberian 

Tanggapan Atas 
Keberatan 

Nama dan 
Posisi 
Atasan 
PPID 

 

Tanggapan 
Permohonan 

Informasi 

 
 

NIHIL 
 
 
 
 
 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,



 

LAPORAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2024 
 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
 
 
 
 

No. Tanggal No. Registrasi Pemohon Termohon Keterangan 

 
 
 
 
 

NIHIL 

 
 
 
 
 
 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,



3 

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025 
 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
 
 
 

 
 
 

NO 

 
 

RINGKASAN ISI 
INFORMASI 

 

PEJABAT/UNIT 
YANG 

MENGUASAI 
INFORMASI 

 

PENANGGUNG 
JAWAB 

PEMBUATAN 
PENERBITAN 
INFORMASI 

 

WAKTU DAN 
TEMPAT 

PEMBUATAN 
INFORMASI 

BENTUK 
INFORMASI YANG 

TERSEDIA 
 

CETAK DIGITAL 

 
 

RETENSI 
ARSIP 

 
 

KLASIFIKASI 
INFORMASI 

(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

BAGIAN SEKRETARIAT 

Sekretaris : Lufiandi, ST., M.Sc 

RENSTRA Bappeda 

Provinsi Jawa Barat 
1 

 
 

RENJA Bappeda Provisi 

2 
Jawa Barat 

 
 

Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah Bappeda 
Provinsi Jawa Barat 

 

Dokumen LKPJ 
 

4 

 

Sekretariat Kepala Sub 
Bappeda Provinsi           Bagian 

Jawa Barat Perencanaan dan 
Pelaporan 

 

Sekretariat Kepala Sub 
Bappeda Provinsi           Bagian 

Jawa Barat Perencanaan dan 
Pelaporan 

Sekretariat Kepala Sub 
Bappeda Provinsi           Bagian 

Jawa Barat Perencanaan dan 
Pelaporan 

Sekretariat Kepala Sub 
Bappeda Provinsi           Bagian 

Jawa Barat Perencanaan dan 
Pelaporan 

 

Tahun 2024, 
Bandung 

- √ 
 
 

Tahun 2024, 
Bandung 

- √ 
 
 

Tahun 2022, 
Bandung 

- √ 

 
 
Tahun 2023, 

Bandung 
- √ 

 

2 tahun aktif 
(UP), 5 tahun 
inaktif (UK), 
sifat 
permanen 

2 tahun aktif 
(UP), 2 tahun 
inaktif (UK), 
sifat Musnah 
2 tahun aktif 
(UP), 2 tahun 
inaktif (UK), 
sifat Musnah 
2 tahun aktif 
(UP), 4 tahun 
inaktif (UK), 
sifat 
Permanen 

 
 
 
 

BK 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 

SS 
 
 
 
 

SS



 

Kedudukan domisili beserta 
alamat lengkap Bappeda 

5 
Provinsi Jawa Barat 

 
 
 

Alamat Unit Satuan kerja 
pejabat 

 

6 
 
 
 

Visi Misi Bappeda Provinsi 
Jawa Barat 

7 
 
 

Tugas dan Fungsi Bappeda 
Provinsi Jawa Barat 

 
 

8 
 
 
 
 
 

Profil Bappeda Provinsi 
Jawa Barat 

9 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 

 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 

 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 
Kepala Sub 

Bagian 
Kepegawaian, 

Umum, dan 
Kehumasan 

 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 

Tahun 2021, 
Bandung 

 

- √ 
 
 
 

Tahun 2021, 
Bandung 

 

- √ 
 
 
 

Tahun 2021, 
Bandung 

- √ 
 
 

Tahun 2021, 
Bandung 

 
 

- √ 
 
 
 
 
 

Tahun 2021, 
Bandung 

- √ 

aktif Selama 
Masih 
Berlaku (UP), 
3 tahun 
inaktif (UK), 
sifat musnah 
aktif Selama 
Masih 
Berlaku (UP), 
3 tahun 
inaktif (UK), 
sifat musnah 
2 tahun 
Peraturan 
Baru, 3 tahun 
inaktif sifat 
permanen 
aktif sampai 2 
tahun setelah 
peaturan 
tidak 
berlaku(UP), 
3 tahun 
inaktif (UK), 
sifat 
permanen 

2 tahun 
Peraturan 
Baru, 3 tahun 
inaktif sifat 
permanen 

 
 
 

BK 
 
 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 
 
 
 

BK



 

Bagan struktur Organisasi 
Bappeda Provinsi Jawa 

10 
Barat 

 
 
 

Profil singkat pejabat 
struktural Bappeda Provinsi 
Jawa Barat 

11 
 
 
 
 

Denah Kerja Gedung 
Bappeda 

12 
 
 

Majalah warta Bappeda 
Provinsi Jawa Barat 

13 
 
 

SK PPID Pembantu 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 

 

14 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 
 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 

 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 

 
 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 
Kepala Sub 

Bagian 
Kepegawaian, 

Umum, dan 
Kehumasan 
Kepala Sub 

Bagian 
Kepegawaian, 

Umum, dan 
Kehumasan 

Tahun 2024, 
Bandung 

 

- √ 
 
 
 

Tahun 2023, 
Bandung 

 

- √ 
 
 
 
 

Tahun 2021, 
Bandung 

- 
 
 

Tahun 2020, 
Bandung 

- √ 
 
 

Tahun 2023, 
Bandung 

 
 

- √ 

2 Tahun 
Setelah 
Penetapan 
(UP), 3 tahun 
inaktif (UK) 
permanen 

2 Tahun 
Setelah 
Penetapan 
(UP), 3 tahun 
inaktif(UK), 
sifat 
permanen 
 

Selama 
Masih Dimiliki 
(Arsip Vital) 
Permanen 

1 tahun aktif 
(UK), 3 tahun 
inaktif (UK), 
sifat musnah 
kecuali 

2 Tahun 
Setelah 
Penetapan 8 
Tahun sifat 
Musnah, 
Kecuali 
Eselon I dan 
II Permanen 

 
 
 

BK 
 
 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 
 

BK 
 
 
 
 
 
 

BK



 

Laporan Pelayanan 
Informasi Publik 

15 
 
 

Agenda Kerja pimpinan 
Bappeda Provinsi Jawa 

16 Barat 
 
 

Laporan Kearsipan 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 

 

17 
 
 
 
 
 

Daftar buku perpustakaan 
Bappeda Provinsi Jawa 
Barat 

18 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat 
Bappeda Provinsi 

Jawa Barat 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 
Kepala Sub 

Bagian 
Kepegawaian, 

Umum, dan 
Kehumasan 
Kepala Sub 

Bagian 
Kepegawaian, 

Umum, dan 
Kehumasan 

 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bagian 

Kepegawaian, 
Umum, dan 
Kehumasan 

Tahun 2023, 
Bandung 

√ 
 
 

Tahun 2023, 
Bandung 

- 
 
 

Tahun 2023, 
Bandung 

 
 

- 
 
 
 
 
 

Tahun 2023, 
Bandung 

 

- 

1 Tahun aktif 
(UP), 4 tahun 

√ inaktif (UK), SS 
sifat Dinilai 
Kembali 

 

2 tahun aktif 
√ (UP), 2 tahun SS 

inaktif (UK), 
sifat Musnah 
2 Tahun 
Setelah 
Pelaksanaan 
Kegiatan 

√ Selesai aktif, SS 
3 tahun 
inaktif sifat 
dinilai 
kembali 

2 tahun 
pembaharuan 
data aktif 

√ (UP) 3 tahu BK 
inaktif (UK) 
sifat 
permanen 

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 

Kepala Bidang : Ane Carolina, S.Si., M.Eng 
Background Study RPJMD Kepala Bidang 

Tahun 2018-2023 Sektor          Pemerintahan 

1 Reformasi Birokrasi  dan 
Pembangunan 

Manusia 

 

Kepala Sub 
Bidang PPM 1 

 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 

√ √ ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8



 

 
 
 
 

Background Study RPJMD 
Tahun 2018-2023 Sektor 
Pemberdayaan Masyarakat 

2 
dan Desa 

 
 
 
 

Background Study RPJMD 
Tahun 2018-2023 Sektor 
Ketertiban Umum dan 

3 
Ketentraman Masyarakat 

 
 
 
 

Kajian Desain Penataan 
Daerah Tahun 2025 

 
 

4 
 
 
 
 
 

Kajian Wahana Lansia 
Sejahtera 

5 

 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 

 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 1 
 
 

√ √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 1 
 
 

√ √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 1 
 
 

√ √ 
 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 2 

√ √ 

tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
Tahun 
Setelah 
Ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UK), 8 
Tahun inaktif 
(UK), sifat 
Permanen 

2 tahun BK 
setelah 
kebijakan 
lama tidak 
berlaku (UP),



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

Kajian Kawsan Ramah 
Lansia Jawa Barat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Background Study RPJMD 
2018 - 2023 Sektor 
Ketenagakerjaan 
 
 
 
 
 
 

Background Study RPJMD 
Tahun 2018-2023 Sektor 
Kesehatan 
 
 
 
 
 
 

Background Study RPJMD 
2018 - 2023 Sektor 
Pendidikan 

 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 

 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 2 
 
 

√ √ 
 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 2 
 
 

- √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 2 
 
 

- √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 3 

√ √ 

3 tahun 
inaktif (UK), 
sifat Perman 
en 

2 tahun BK 
setelah 
kebijakan 
lama tidak 
berlaku (UP), 
3 tahun 
inaktif (UK), 
sifat Perman 
en 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan



 

 
 
 
 
 

Background Study RPJMD 
2018 - 2023 Sektor 
Kebudayaan 

 

10 
 
 
 
 

Background Study RPJMD 
2018 - 2023 Sektor 
Kebudayaan 

 

11 

Pembangunan 
Manusia 

 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 
 
 
 
 

Kepala Bidang 
Pemerintahan 

dan 
Pembangunan 

Manusia 

 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 3 
 
 

√ √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang PPM 3 
 
 

√ √ 

Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

Kepala Bidang : Afriyani Amran, S.T., M.T. 

1. Rencana Kepala Bidang Perencanaan, 
Pembangunan               Pengendalian dan Evaluasi 
Jangka                               Pembangunan Daerah 
Menengah 

Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
2018-2023 

 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2017 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 

 

√ aktif sampai 2 BK (Berkala) 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen



 

2. Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Tahun 2020 

 
 
 
 

3. Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Perubahan 
Tahun 2019 

 
 

4. RPD 2024-2026 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. RPJPD 2005-
2025 

Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2019 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2018 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sub Bidang Bandung, 2023 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sub Bidang Bandung, 2004 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala)



 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

 

RPJPD 2025-
2045 
 
 
 
 
 
 
 

Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Tahun 2021 
 
 
 
 

Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Tahun 2022 
 
 
 
 

Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Tahun 2023 

Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2024 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2020 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sub Bidang Bandung, 2021 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sub Bidang Bandung, 2022 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala)



10. 

11. 

2 

 

Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Tahun 2024 

 
 
 
 

Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Provinsi 
Jawa Barat 
Tahun 2025 

Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 
 
 
 
 
 
 
Kepala Bidang Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2023 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 
 
 
 
 
 
 

Kepala Sub Bidang Bandung, 2024 √ 
Perencanaan dan 

Pendanaan 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

√ aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan 
Baru (UP), 8 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
permanen 

BK (Berkala) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BK (Berkala) 

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 

Kepala Bidang : Gunawan, ST., MT 

Rencana Tata Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Ruang Wilayah                         Kewilayahan 
(RTRW) Provinsi 

1 Jawa Barat 
(Perda no. 22 
Tahun 2010) 

 

Memorandum of Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Understanding                          Kewilayahan 
Bappeda Prov. 
Jawa Barat 

 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 
 

− − √ 
 
 
 
 

Bidang fisik 
 
 

− − √ 

 

aktif sampai 2 
tahun setelah 
kegiatan 
selesai (UP) 3 
tahun inaktif 
(UK) sifat 
Permanen 

2 tahun setelah 
kebijakan lama 
tidak berlaku 
(UP), 3 tahun 
inaktif (UP) 
sifat Permanen 

 
 
 
 
 

SS 
 
 
 
 
 
 

SM



 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

7 

 

Daftar Hasil 
Kajian di Bidang 
Fisik ( Lebih 
Detail 
Tahunnya) 
 
 
 

Background 
Study RPJMD 
Tahun 2017 
Sektor Sumber 
Daya Air 
 
 
 

Background 
Study RPJMD 
Tahun 2017 
Sektor Jalan 
 
 
 
 

Background 
Study RPJMD 
Tahun 2017 
Sektor 
Perumahan dan 
Pemukiman 
 

Background 
Study RPJMD 
Tahun 2017 
Sektor 

 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 

Kepala Sub 
Bidang Lingkup 

 

− − √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 
 

− − √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 
 

− − √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 
 

− − √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 

− − √ 

aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan Baru 
(UP), 8 tahun 
inaktif (UK), 
sifat permanen 
aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan Baru 
(UP), 8 tahun 
inaktif (UK), 
sifat permanen 
aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan Baru 
(UP), 8 tahun 
inaktif (UK), 
sifat permanen 
aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan Baru 
(UP), 8 tahun 
inaktif (UK), 
sifat permanen 
aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan Baru 

 
 
 
 

SS 
 
 
 
 
 
 
 

SM 
 
 
 
 
 
 
 

SM 
 
 
 
 
 
 
 

SM 
 
 
 
 
 

SM



 

 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 

Lingkungan 
Hidup 
 

Background 
Study RPJMD 
Tahun 2017 
Sektor Energi 
dan Sumber 
Daya Mineral 
 

Laporan 
Pemantauan, 
Evaluasi dan 
Pelaporan RAD-
GRK Tahun 
2020 
SANGKURIANG 

 
 
 
 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
 
 
 
 
 

Kepala Bidang Infrastruktur dan 
Kewilayahan 

 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 
 

− − √ 
 
 
 
 

Kepala Sub 
Bidang Infraswil 1 
 
 

− − √ 

(UP), 8 tahun 
inaktif (UK), 
sifat permanen 
aktif sampai 2 
tahun setelah 
ditetapkan 
Peraturan Baru 
(UP), 8 tahun 
inaktif (UK), 
sifat permanen 
aktif sampai 2 
Tahun Setelah 
Pelaksanaan 
Kegiatan 
Selesai (UP), 3 
Tahun inaktif 
(UP), sifat 
Musnah 

 
 
 
 
 
 
 

SM 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM 

BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM 

Kepala Bidang : Eka Jatnika Sundana, ST., M.Sc 

1 Masterplan Kepala Bidang Kepala Sub Bidang PSDA 1 
Pertanian 2020            Perekonomian dan 

Sumberdaya Alam 
- √ √ 

 
 
 
 

2 Dokumen Kepala Bidang Kepala Sub Bidang PSDA 3 
Pembiayaan                Perekonomian dan 
Defisit APBD Sumberdaya Alam 

- - √ 

 
aktif samapai 2 BK 
Tahun Setelah 
Ditetapkan 
Peraturan Baru 
(UP), 8 Tahun 
inaktif (UK), 
sifat Permanen 

aktif sampai 5 BK 
tahun setelah 
audit (UP), 5 
tahun inaktif 
(UK), sifat 
Musnah



 

3 Dokumen 
Kerangka 
Ekonomi Makro 
Daerah 

Kepala Bidang Kepala Sub Bidang PSDA 3 
Perekonomian dan 
Sumberdaya Alam 

aktif sampai 2 BK 
tahun setelah 
kegiatan 

- √ selesai (UP), 3 
tahun inaktif 
(UK) sifat 
permanen 

 
 
 
 

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

SEKRETARIS,



 


